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The Acehnese political communication starts from Gampong and em-

braces all individual inclusively. The political processes and the Gam-

pong governance (village) in Aceh are held in meunasah which is a 

learning and community center of the Acehnese society. The research 

utilizes a constructivism paradigm that is to try to understand, explain 

and interpret meanings and ongoing social interactions. The governance 

of the Acehnese society is the first-level governance proven effective in ad-

vancing the Acehnese society. The political communicators like kechiek, 

imeum and tuhapeut govern based on fixed job descriptions without 
overlapping and violating each other. Internet technology as new media 

having character provides a new thing for the processing, transmission, 

reception and response as well as the interactive nature between users 

of new media audiences and it gives implication in media management 

change paradigm and the effect of community/audience. The system and 
structure is a form of the local treasure in which the Acehnese society is 

developed. Internet causing political and social change in the culture of 

the gampong.

Komunikasi politik Aceh dimulai dari Gampong dan merangkul 

semua individu inklusif. Proses politik dan pemerintahan Gampong 

(Desa) di Aceh yang diadakan di meunasah yang merupakan pu-

sat pembelajaran dan komunitas masyarakat Aceh. Penelitian ini 

menggunakan paradigma konstruktivisme yang mencoba untuk 

memahami, menjelaskan dan menafsirkan makna dan interaksi 

sosial yang sedang berlangsung. Pemerintahan masyarakat Aceh 

adalah pemerintahan tingkat pertama terbukti efektif dalam me-

majukan masyarakat Aceh. Komunikator politik seperti kechiek, 

imeum dan tuhapeut memerintah dengan berdasarkan deskripsi 

pekerjaan tetap tanpa tumpang tindih dan melanggar satu sama 

lain. Teknologi internet sebagai media baru yang bersifat mem-

berikan hal baru untuk pengolahan, transmisi, penerimaan dan 

respon serta sifat interaktif antara pengguna dari khalayak me-

dia baru dan memberikan implikasi paradigma perubahan ma-

najemen media dan pengaruh masyarakat/audiens. Sistem dan 

struktur merupakan bentuk harta lokal di mana masyarakat Aceh 

dikembangkan. Internet menyebabkan perubahan politik dan so-

sial dalam budaya gampong tersebut.
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Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Aceh pasca Tsunami 

menempatkankan masyarakat Aceh semakin dina-

mis disebabkan pengaruh dari luar Aceh. Dalam 

proses rekonstruksi terdapat usaha yang konsisten 

oleh pemerintahan Aceh dan masyarakat untuk 

memelihara nilai-nilai sosial budaya Aceh. Namun 

nampaknya perubahan masyarakat tidak dapat ter-

elakkan baik perubahan sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik. Salah satu penyebab perubahan yang 

paling kuat pengaruhnya di tengah masyarakat 

dikarenakan internet dan new media. Hal tersebut 

berakibat pada kompleksitas persoalan di tengah 

masyarakat yang memerlukan upaya secara khusus 

menjaga dan mempertahankan warisan tradisi Aceh 

dari gempuran kepentingan dan nilai-nilai global. 

Upaya pemeliharaan nilai-nilai ke-Acehan selama 

ini dimulai dari pemerintahan Gampong sebagai 

level pertama dalam sistem pemerintahan Aceh. 

Gampong yang dikepalai oleh seorang keuchik dan 

dibantu urusan agamanya oleh imuem meunasah ti-

dak mungkin dapat dilepaskan dalam proses kon-

struksi masyarakat Aceh. Artinya semua orang Aceh 

yang lahir dan tumbuh di Aceh merupakan anggota 

masyarakat sebuah Gampong. Selain Keuchiek dan 

Imuem Meunasah dalam pemerintahan Gampong juga 

mempunyai perangkat-perangkat Gampong lain-

nya yang disebut tuha puet yang membantu mela-

yani kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Struktur politik, sosial dan budaya yang terdapat 

dalam sebuah Gampong diatur dalam ketentuan 

Qanun Aceh, diperkuat dengan adat istiadat dan 

nilai-nilai agama Islam. Semua proses politik terse-

but melahirkan reusam (aturan) dalam sebuah Gam-

pong yang hal itu semua (reusam) harus dijalankan 

oleh semua masyarakat Gampong dengan dikepalai 

oleh keuchik dan dibantu sepenuhnya oleh imeum 

dan tuha peut. Kinerja perangkat desa inilah yang 

menentukan kesuksesan sebuah Gampong. Atas 

dasar pemikiran tersebut, maka Gampong mempu-

nyai peran strategis dalam pengembangan masya-

rakat di Aceh.

 

Semua perangkat yang terdapat dalam Gampong 

memerlukan proses komunikasi politik yang tepat 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. 

Proses komunikasi politik tersebut menjadi sangat 

penting karena yang mengatur dan menentukan 

arus informasi dan komunikasi dalam proses inter-

aksi sosial budaya bahkan agama. Interaksi perang-

kat Gampong menjadi proses komunikasi politik di 

antara aparat Gampong dengan aparat Gampong, 

aparat Gampong dengan masyarakat, serta Gam-

pong dengan Gampong, dan Gampong dengan le-

vel pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam pemerintahan sehari-hari, pemerintah Gam-

pong menggunakan kekuatan sosial budaya ma-

syarakat Aceh yang sudah mengakar dan terbukti 

berhasil membangun masyarakat Aceh dari masa 

ke masa. Oleh karenanya sistem dan struktur pe-

merintahan Gampong merupakan kekuatan lokal 

Aceh yang harus dijaga dan dipelihara serta diper-

tahankan sebagai sistem dan struktur pemerintahan 

Gampong pada level pertama konstruksi masya-

rakat Aceh. Proses politik ini didukung sepenuh-

nya oleh adat istiadat dan nilai-nilai agama; salah 

satunya adalah meunasah. Meunasah yang ada di seti-

ap Gampong, Aceh merupakan learning center dan 

community center, yaitu wadah, muara dan pusat pe-

ngembangan masyarakat Gampong. Artinya dalam 

membangun masyarakat Aceh meunasah adalah ke-

kuatan integral di dalam proses tersebut.

Pemerintahan Gampong juga dihadapkan oleh 

adanya program baru dari Kementerian Komuni-

kasi dan Informasi (Kominfo) yaitu Program Desa 

Pintar 2009. Program desa pintar bertujuan untuk 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat 

(Kominfo) membangun desa fasilitas internet (desa 

pintar). Program ini dilaksanakan setelah sebelum-

nya membuat program desa berdering (Gampong 

Kring). Fasilitas desa pintar akan ditempatkan 

di desa kecamatan, sehingga masyarakat mudah 

mengakses informasi. Adapun tujuan program ini 

agar masyarakat desa memperoleh akses informasi 

yang mudah dan murah sehingga membantu proses 

pengembangan masyarakat desa ke arah yang lebih 

baik. Fasilitas internet selain dapat dipergunakan 

untuk pengembangan jaringan telepon melalui in-

ternet, sekaligus berguna bagi pengembangan eko-

nomi dan sosial budaya. 

Penelitian ini memfokuskan pada aktivitas politik 

pemerintahan Gampong dalam mengelola masya-

rakat dengan segala persoalan dan dinamika yang 

terjadi. Aktivitas pemerintahan di tengah masyara-

kat selalu menggunakan nilai-nilai agama Islam dan 

sosial budaya Aceh. Proses komunikasi politik yang 

berlangsung menjadi menarik karena berkaitan 

dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh yang dikem-

bangkan selama pemerintahan Kerajaan Aceh dan 

telah terbukti selama ratusan tahun mampu meng-

konstruksi kekuatan dan kemandirian masyarakat 

Aceh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa telah 

terjadi perubahan yang signifikan di tengah masya-

rakat Aceh Gampong disebabkan perkembangan 
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internet dan new media. Perkembangan tersebut se-

bagai bentuk dinamika komunikasi massa dengan 

menggunakan kekuatan media massa untuk memi-

cu dan mendorong isu publik melalui pilihan dan 

bentuk sajian atau pesan (Habermas, 2006). Pesan 

yang disampaikan kepada khalayak dengan meng-

gunakan komunikasi massa ini dapat dikatakan 

sebagai agenda setting sehingga masyarakat akan 

mengalami perubahan sesuai dengan efek yang dii-

nginkan media.

 

Pada dasarnya masyarakat pasti akan mengalami 

perubahan yang diakibatkan dari proses interak-

si yang dinamis dan terus menerus dalam sebuah 

masyarakat. Salah satu penyebab perubahan ada-

lah datangnya hal-hal baru seperti internet dan new 

media. Masyarakat melakukan adaptasi dengan tek-

nologi baru tersebut sehingga proses sosial budaya 

dan politik tidak mampu menghindari perubahan. 

Perubahan sosial menunjukkan adanya perubahan 

pada struktur sosial dari suatu masyarakat dimana 

pola hubungan sosial yang lama digantikan oleh 

pola hubungan sosial yang baru di dalam suatu ma-

syarakat. 

Bagaimana dengan masyarakat Gampong Aceh, 

apakah juga mengalami perubahan karena internet 

dan sosial media sebagai bagian dari kooptasi per-

kembangan teknologi komunikasi yang mendomi-

nasi arus sistem informasi saat ini, atau masyarakat 

Aceh Gampong tetap bertahan dengan sistem dan 

struktur politik yang selama ini berlangsung?

Peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut de-

ngan menggunakan metode Ethnografi yaitu sebu-

ah metode yang dipergunakan untuk memahami 

dan menjelaskan realitas sosial masyarakat secara 

menyeluruh sesuai dengan kekuatan budaya me-

reka. Dalam proses interaksi, mencoba melihat va-

riasi dan bentuk narasi, struktur bahasa, pakaian, 

dan artifak masyarakat Gampong. Penelitian seka-

ligus menemukan, menjelaskan keterkaitan perubah-

an sosial. Budaya dan politik didasarkan program 

desa pintar (Kominfo). Bagaimana jaringan internet 

dan new media mengubah proses komunikasi poli-

tik yang selama ini berbasis nilai-nilai sosial buda-

ya Aceh, perubahan apa saja yang terjadi, apakah 

mengubah karakteristik, nilai-nilai sosial budaya, 

dan politik masyarakat Aceh.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah ba-

gaimana proses perubahan nilai-nilai sosial budaya 

dan politik dalam masyarakat Aceh kearifan lokal 

Aceh karena masuknya internet dan new media/so-

cial media dalam proses pengembangan masyarakat 

pada era internet? Penelitian yang menggunakan 

landasan kerangka pemikiran kontrukstivisme, te-

ori dan konsep komunikasi politik, teori perubahan 

sosial, nilai sosial budaya Aceh, dan pemerintahan 

Gampong diharapkan dapat menghasilkan temuan 

yang mampu menjawab permasalahan penelitian 

dan sekaligus menemukan pengembangan keilmu-

an dalam bidang komunikasi politik berdasarkan 

kearifan lokal di era internet – new media yang me-

nyebabkan perubahan sosial di tengah masyarakat 

lokal (Gampong, Aceh) dimana berimplikasi pada 

perubahan sosial, budaya dan politik. Penelitian 

menggunakan metode Etnografi komunikasi yang 

bertujuan mengetahui, memahami menjelaskan, 

dan menginterpretasi kearifan lokal komunikasi po-

litik Aceh, diharapkan mampu memberikan kontri-

busi yang mencerahkan bagi pengembangan komu-

nikasi politik dengan karakter atau basis nilai-nilai 

sosial budaya dan politik masyarakat Aceh.

Komunikasi politik (political communication) adalah 

komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik 

dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekua-

saan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Wahid, 

(2012) Komunikasi politik juga bisa dipahami seba-

gai komunikasi antara “yang memerintah” dengan 

‘yang diperintah”. Menurut Graber (2005) sebagian 

besar studi komunikasi politik diambil dari bidang 

psikologi, ilmu politik, dan komunikasi. Campuran 

tersebut tidak mengherankan mengingat untuk me-

nanggapi pesan-pesan politik dapat menggunakan 

komunikasi politik melalui kajian substansi politik 

dan perilaku manusia. Pesan-pesan politik dalam 

komunikasi politik menggambarkan teori yang di-

pilih secara selektif dari teori psikologi, politik, serta 

teori populer yang diambil dari komunikasi. Sena-

da dengan pendapat Bennett & Iyengar (2008) yang 

mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan 

ilmu politik, sosiologi, psikologi dan ekonomi un-

tuk membantu dalam mengkaji peran komunika-

si dalam membentuk perilaku. Begitu juga halnya 

Christen & Gunther (2003) mengatakan bahwa se-

bagian besar teori-teori komunikasi politik relevan 

dengan fenomena tingkat individu, seperti pengo-

lahan informasi secara umum, atau fitur khusus se-

perti berbagai aspek pembentukan opini dan persu-

asi.

Sedangkan menurut Rush & Altthoff (Wahid, 2012) 

menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai pro-

ses di mana informasi politik yang relevan diterus-

kan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian 

sistem politik lainnya. Sistem politik yang dimak-

sudkan dalam konteks ini adalah sistem politik yang 

terdapat dalam pemerintahan Gampong. Gampong 
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sebagai sebuah sistem politik juga mempunyai pe-

rangkat-perangkat sistem, nilai, dan aktivitas-akti-

vitas yang mendukung sistem politik, sekaligus 

terdapat aktor-aktor politik yaitu Kechiek, Teungku 

Imuen, dan Tuha Peut. Proses komunikasi politik ber-

langsung dalam interkasi antara semua anggota 

sistem dan struktur politik yang ada. Dalam proses 

komunikasi muncul beragam bentuk pesan politik, 

simbol-simbol politik serta pemahaman makna ter-

hadap pesan politik.

Para aktor politik, yang dalam level Gampong Aceh 

terdiri dari Kechiek, Imuen, dan Tuhapeut mengguna-

kan proses komunikasi langsung. Komunikasi lang-

sung yang berbentuk face to face komunikasi inilah 

yang menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Gampong. Dengan proses komunika-

si langsung yang berbentuk face to face communicati-

on para perangkat Gampong sebagai komunikator 

politik menyampaikan pesan-pesan politik untuk 

mensosialisasikan dan mengkampanyekan aktor po-

litik dan program politik, konsep, dan isu politik 

dalam pemerintahan Gampong. Beragam media tradi-

sional dipergunakan mensosialisasikan, menginforma-

sikan, dan membangun hubungan sebuah Gampong. 

Namun bagaimanapun dalam perkembangan seka-

rang ini proses politik tingkat Gampong juga tidak 

ketinggalan terimbas dengan internet (new media 

dan social media). 

Berkomunikasi berarti melakukan transformasi infor-

masi untuk memperoleh respon, koordinasi mak-

na antara orang-orang, dan khalayak; saling berbagi 

informasi, ide atau tingkah laku/sikap berbagai 

elemen-elemen perilaku atau gaya hidup melalui 

serangkaian aturan yang ada/ditetapkan, yaitu per-

temuan pikiran mengenai kesamaan simbol-simbol 

dalam pikiran partisipan untuk memahami. Proses 

tersebut yang kemudian membawa pengalaman 

individu secara internal berbagi dengan orang lain 

atau mentransformasikan informasi dari satu orang/

grup kepada pihak lain. (Nimmo, 2004). Fungsi dari 

komunikasi politik adalah struktur politik yang me-

nyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan 

yang berkembang dalam masyarakat dan menya-

lurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebi-

jakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus 

informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan 

dari pemerintah ke masyarakat. 

Menurut Nimmo (2004), komunikasi dapat terjadi 

dari satu sumber yang ditujukan kepada orang ba-

nyak. Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi 

massa yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

dua bentuk saluran; saluran tatap muka dan saluran 

media massa. Keduanya merupakan strategi dalam 

membentuk opini publik agar tujuan politik terca-

pai. Strategi dalam komunikasi politik adalah ke-

seluruhan keputusan kondisional pada saat ini ten-

tang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai 

tujuan politik di masa depan (Anwar, 2003). 

Sistem Politik-Pemerintahan Gampong 

sebagai Kearifan Lokal

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia mem-

punyai keistimewaan dan keluasan untuk menja-

lankan sistem pemerintahan pada tingkat Gam-

pong. Ketentuan tersebut berdasarkan Qanun Aceh, 

Nomor 5 Tahun 2003 dan Undang-Undang Peme-

rintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2006. Dalam wilayah 

Kabupaten/Kota dibentuk mukim yang terdiri atas 

beberapa Gampong. (Kurniawan, 2012). Pemerin-

tahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Per-

musyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet 

atau nama lain. Gampong dipimpin oleh Keuchik 

yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota 

masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur de-

ngan Qanun Aceh. 

Berdasarkan Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003 dan 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 5 Ta-

hun 2006 bahwa desa dalam provinsi Aceh disebut 

Gampong dan pemerintahan desa disebut pemerin-

tahan Gampong (Kurniawan, 2012). Dalam peme-

rintahan desa/Gampong pelaksanaan tugas dalam 

pemerintahan dilaksanakan oleh Kechiek, Imuem 

Meunasah dan dibantu oleh perangkat-perangkat 

desa untuk melaksanakan pemerintahan Gampong. 

Pemerintahan Gampong merupakan elit politik 

Gampong yang menjalankan fungsi pemerintahan 

untuk melayani masyarakat Gampong dengan se-

mua persoalan yang mereka hadapi. Pemerintahan 

Gampong ini menjalankan tugas mereka secara se-

imbang dengan peran mereka masing-masing men-

jaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Gampong secara terbuka dan saling berkerja sama. 

Kechiek dalam pemerintahan Gampong bertugas 

melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum. Se-

dangkan Imuenmeunasah berfungsi sebagai penjaga 

gawang masalah-masalah keagamaan di tengah ma-

syarakat. Namun, perbedaan tugas keduanya tidak 

berarti memisahkan secara mutlak posisi mereka. 

Peran Kechiek sebagai kepala Gampong dan didu-

kung oleh Imuem Meunasah dalam pelaksanaan pe-

merintahan, sosial politik, kehidupan keagamaan 

dan pembentukan moral. Keseimbangan inilah yang 

senantiasa diupayakan dalam proses konstruksi 
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masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaan pelayanan 

dan pengembangan masyarakat, Kechiek dan Imuem 

dibantu oleh perangkat desa dan tuha peut. Aturan-

aturan (reusam) Gampong menjadi landasan dalam 

proses pelaksanaan pemerintahan Gampong, Lem-

baga Adat berfungsi dan berperan sebagai waha-

na partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/

Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukun-

an, dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur 

dengan Qanun Aceh. Penyelesaian masalah sosial 

kemasyarakatan ditempuh dengan mengedepan-

kan nilai reusan Aceh (adat istiadat budaya Aceh) 

melalui Lembaga Adat.

Sistem politik Gampong Aceh yang berdasarkan 

adat istiadat merupakan kekayaan atau kearif-

an lokal Aceh yang telah dipergunakan semenjak 

kerajaan Aceh. Kearifan lokal (local wisdom) dipa-

hami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, 

pandangan-pandangan setempat (local) yang ber-

sifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Ciri-cirinya adalah (1) Mampu bertahan terhadap 

budaya luar, (2) Memiliki kemampuan mengako-

modasi unsur-unsur budaya luar, (3) Mempunyai 

kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar 

ke dalam budaya asli, (4) Mempunyai kemampu-

an mengendalikan, dan (5) Mampu memberi arah 

pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal dimiliki oleh setiap daerah di Indo-

nesia termasuk Aceh. Salah satu kearifan masya-

rakat Aceh adalah sistem pemerintahan desa yang 

dalam bahasa Aceh disebut Gampong. Gampong 

yang dalam sistem pemerintahan Aceh berada pada 

level pertama adalah bentuk konkrit dari kearifan 

lokal sistem pemerintahan Gampong sudah ada se-

menjak masa kejayaan pemerintahan Kerajaan Aceh 

tetap dipertahankan hingga kini. Upaya memperta-

hankan sistem politik Aceh tersebut dimaktumkan 

dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 

tahun 2002, yang mempunyai semangat memberi 

ruang kepada daerah untuk mengatur dan menge-

lola daerah mereka sendiri sesuai dengan kebutuh-

an masing-masing.

Internet dan New Media

Internet (kependekan dari interconnection-networ-

king) secara harfiah ialah sistem global dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung meng-

gunakan standar internet protocol suite (TCP/IP) 

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh du-

nia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan 

Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan 

kaidah ini dinamakan internet working. Internet me-

rupakan jaringan komputer terkoneksi secara global 

yang berkomunikasi secara bebas serta berbagi dan 

bertukar informasi (Baran, 2012).

 

Media internet telah menjelma menjadi media mas-

sa baru seiring dengan penyebaran pesan dengan 

integrated delivery system yaitu media cetak, audio 

dan video serta media interaktif termasuk video ga-

mes. Internet juga mampu menyedia akses kepada 

khalayak dalam jumlah besar, dalam bentuk jaring-

an pembelanjaan/bisnis dan sosial media, sekaligus 

penjualan produk dengan menggunakan iklan dan 

promosi. Internet kemudian menciptakan media 

baru dan sosial media. Dalam beberapa dekade ter-

akhir, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak 

bermunculan media baru yang dapat menjadikan 

ikatan sosial menjadi renggang (Rahn & Rudolph, 

2001). Apabila ikatan sosial renggang, maka dapat 

melemahkan toleransi sebagai norma-norma demo-

krasi dan menyulitkan dalam menyepakati agenda 

politik (Dahlgren, 2001; Entman dan Herbst, 2001; 

Sparks, 2001; Sunstein 2001). Media baru adalah se-

gala perangkat teknologi komunikasi yang berbagi 

ciri yang sama dan memungkinkan dengan digitali-

sasi dan ketersediannya yang luas untuk pengguna-

an pribadi sebagai alat komunikasi. (McQuail, 2010). 

Teknologi internet menyediakan hal baru bagi pem-

prosesan, pengiriman, penerimaan, dan respon serta 

sifat interaktif antara khalayak pengguna new media. 

Livingstone (1999) menyatakan bahwa “apa yang 

baru mengenai internet barangkali adalah kombina-

si dari interaktivitas dengan ciri yang inovatif bagi 

komunikasi massa-jenis konten tidak terbatas, jang-

kauan khalayak, sifat global dari komunikasi.

Media baru mempunyai sifat yang interaktivitas 

yang memberi implikasi dalam perubahan para-

digma pengelolaan media dan efek di masyarakat/

khalayaknya. Sifat inilah yang menyebabkan media 

baru sangat diminati dan menimbulkan efek yang 

sangat kuat di tengah masyarakat yang kemudian 

memberikan berimplikasi secara kuat bagi perubah-

an sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dan politik. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Delli Carpi-

ni (2000), dan Shah, et al., (2001) yang menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyara-

kat, beberapa ilmuwan menggantungkan harapan 

mereka pada internet (Graber, 2005). Sedangkan 

Mosco dan Foster (2001) melihat teknologi ini seba-

gai alat baru yang hanya digunakan oleh para elit 

penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mere-

ka (Graber, 2005). Oleh karena itu, media baru ini 

memiliki efek yang cukup besar kepada khalayak 
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melalui interaksi pesan-pesan antara komunikator 

dengan komunikan. Downes dan McMillian (Mc-

Quail, 2010) menyebutkan lima dimensi interaktivi-

tas media baru yaitu (1) Arah komunikasi, (2) Flek-

sibilitas waktu dan peran yang dipertukarkan, (3) 

Memiliki kesadaran akan ruang dalam lingkungan, 

(4) Tingkat Pengendalian (pada lingkungan komu-

nikasi dan (5) Tujuan yang diamati (pertukaran dan 

persuasi yang terarah).

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstrukti-

visme. Guba dan Lincoln (1994) menjelaskan bahwa 

pendekatan paradigma kontrukstivisme mengan-

dung implikasi metodologis yaitu dialogic dan dia-

lectical. Dialog tersebut haruslah bersifat dialektikal 

secara alamiah untuk mentransformasikan penolak-

an dan salah pengertian sehingga mengarah kepa-

da lebih banyak kesadaran yang terbentuk, sebagai 

upaya melihat bagaimana struktur dapat mengubah 

dan memahami tindakan yang diperlukan untuk 

mempengaruhi perubahan yang terjadi. Sedangkan 

Stanley (2013) memahami epistemologi konstruksi-

onis sosial dalam penelitian kualitatif menekankan 

pada pemahaman subjektif tentang sudut pandang 

dan kompleksitas fenomena sosial. Selanjutnya, 

Stanley (2013) menambahkan bawa penelitian kua-

litatif memiliki kehati-hatian dalam mengklaim dan 

merekomendasikan hasil penelitian. Artinya studi 

kualitatif hanya menyoroti fenomena yang kom-

pleks secara mendalam untuk dapat melihat akar 

masalah. 

Pendekatan kualitatif dengan metode Etnografi 

menjadi pilihan peneliti sebagai implikasi dari pa-

radigma konstruktivisme. Penelitian etnografi me-

rupakan penelitian lapangan dengan metode peng-

amatan berperan-serta. Tujuannya adalah untuk 

menelaah sebanyak mungkin proses sosial dan peri-

laku dalam budaya tersebut, yakni dengan mengu-

raikan seting alamiahnya dan menghasilkan gagas-

an teoritis yang akan menjelaskan apa yang dilihat 

dan didengar (Guba & Lincoln, 2008). 

Penelitian ini menggunakan field research. Penelitian 

yang dilakukan menggunakan metode field research 

disebabkan penelitian ini mengharuskan peneliti 

terlibat langsung dengan subyek penelitian. Field 

research lebih mengutamakan interaksi tatap muka 

dengan komunitas masyarakat dalam lingkungan 

yang natural. Field research adalah bentuk penelitian 

yang bertujuan mengungkapkan makna yang dibe-

rikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya 

dan kenyataan sekitar. Field research dipergunakan 

manakala subyek penelitian masih membuka ke-

mungkinan eksplorasi yang seluas-luasnya. Peneli-

tian ini melakukan permasalahan dalam seting yang 

teramati (Groat & Wang, 2002). Teknik pengumpul-

an data dalam penelitian etnografi adalah wawan-

cara, observasi, analisis dokumen dan focus group 

discussion (Stanley, 2013). 

Metode field research dipilih oleh peneliti disebab-

kan penelitian ini mengharuskan penelitian terlibat 

langsung dengan subyek penelitian. Field research 

lebih mengutamakan interaksi tatap muka dengan 

komunitas masyarakat dalam lingkungan yang na-

tural. Field research adalah bentuk penelitian yang 

bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan 

oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan 

kenyataan sekitar. Field research dipergunakan ma-

nakala subyek penelitian masih membuka kemung-

kinan eksplorasi yang seluas-luasnya, topik pene-

litian merupakan suatu hal batu yang jarang atau 

tidak pernah dibahas selanjutnya, hingga gambaran 

seutuhnya hanya dapat diperoleh dengan pende-

katan pada real groups untuk mencapai nauralness. 

Penelitian ini melakukan permasalahan dalam se-

ting yang teramati (Groat & Wang, 2002).

Berdasarkan keterangan tersebut, Grot & Wang (2002) 

menyatakan terdapat empat komponen kunci ber-

kaitan dengan metode penelitian field research se-

bagai bagian dari penelitian kualitatif, yaitu; (1) 

Penekanan pada seting awal, seting natural berarti 

subyek penelitian tidak berpindah dari tempat adli 

kejadian, Peneliti menerapkan berbagai strategi un-

tuk menempatkan diri dalam konteks penelitian-

nya. Konteks tidak perlu berubah demi pelaksanaan 

penelitian; (2) Fokus pada interpretasi dan makna, 

Peneliti tidak hanya mendasari penelitiannya pada 

realitas empiris dari observasi dan wawancara yang 

dilakukannya, namun memainkan peran penting 

dalam menginterpretasikan dan memaknai data, 

yakni: (1) Fokus pada cara responden memaknai 

keadaan dirinya, tujuan dari peneliti adalah mem-

presentasikan gambaran menyeluruh dari seting 

atau fenomena studi, sesuai dengan pemahaman 

dari responden sendiri, dan (2) Penggunaan bera-

gam taktik, sebagai bagian dari pengamatan reali-

tas yang cenderung cair, field research tidak memiliki 

kecenderungan untuk hanya mengandalkan taktik 

tunggal, melainkan beragam sebagai panduan ber-

bagai taktik sesuai kedaan lapangan.

Metode analisis data peneliti menggunakan multipe 

analysis karena penelitian ini melibtatkan lebih dari 

dua unit analisis, yaitu: (1) Keuchiek dan imuem meu-

nasah atau tuha peut di Gampong pada Kecamatan 

Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, (2) Sistem Komu-
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nikasi Politik Gampong, Gampong sebagai pemerin-

tahan terkecil dalam struktur pemerintahan masya-

rakat Aceh, (3) Tokoh masyarakat Aceh baik tingkat 

Gampong, mukim, Kecamatan dan Kabupaten (4) 

Tokoh Majelis Adat Aceh (MAA) dan Lembaga-lem-

baga Adat Aceh yang terdapat dalam pemerintahan 

Gampong, (5) Masyarakat, anggota Gampong Aceh 

berkaitan perubahan sosial politik, dan (6) Pengelola 

Program Desa Pintar tingkat Gampong dan di atas-

nya yang diperlukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada saat ini, adalah bagian yang tidak mungkin di-

pisahkan dalam kehidupan masyarakat dunia, ter-

masuk Indonesia pada level Negara dan Aceh pada 

level daerah. Internet menciptakan sebuah dunia 

baru yang mengubah banyak realitas masyarakat 

baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendi-

dikan, politik bahkan keagamaan. Internet menjadi 

kekuatan dalam perubahan masyarakat di berba-

gai belahan dunia, sekaligus Internet memperkuat 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk ber-

kembang ke arah yang lebih baik dengan peluang 

yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup per-

sonal, kelompok, masyarakat, dan negara. Masya-

rakat desa yang selama ini sulit terjangkau dengan 

jaringan internet dan telpon terutama bagi masyara-

kat desa terluar dan terbatas Indonesia. Masyarakat 

desa yang tertinggal jauh dari pembangunan dan 

pengembangan masyarakat terutama disebabkan 

oleh pembangunan jaringan internet yang tidak ada 

atau belum memadai. Sehingga membuat desa dan 

masyarakatnya tertinggal dalam berbagai bidang 

kehidupan. Salah satu program Kominfo yaitu “desa 

pintar’ dilaksanakan sebagai upaya untuk membu-

ka akses masyarakat terhadap informasi, sehingga 

diharapkan desa-desa di Aceh melek internet dan 

mampu mengubah masyarakat desa mampu meng-

akses informasi secara cepat dan mudah.

Program Desa pintar yang dimulai semenjak 2009 

sementara dijalankan pada 220 kecamatan di Aceh, 

260 kecamatan di Jawa Timur,Sumatera Selatan 157 

kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta 13 keca-

matan, Bali 40 Kecamatan dan yang paling banyak 

mendapatkan fasilitas ini adalah Kepulauan Riau 

dari program 5.400 desa pintar mulai dari tahun 

2000 sampai dengan 2014. Tujuan program ‘desa 

pintar’ adalah penguatan daerah kecamatan dan 

desa yang masih terhambat dengan akses teknologi 

komunikasi, termasuk telepon. 

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 

menjadi sasaran program desa pintar seperti di Pi-

die, Aceh Besar, Aceh Barat, Singkel dan kabupaten 

lainnya di Aceh. Program ini membuka akses tele-

komunikasi di desa-desar di Aceh dengan tujuan 

agar akses informasi dapat menciptakan peluang 

baru dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik di Aceh. Program desa pintar di Propin-

si Aceh diletakkan di Gampong-Gampong Aceh se-

bagai upaya untuk menciptakan akses terhadap in-

formasi, sehingga Gampong-Gampong Aceh tidak 

menjadi daerah tertutup, terisolir dan terbelakang 

dibanding Gampong-Gampong yang sudah terjang-

kau akses internet dan telekomunikasi lainnya se-

perti jaringan telepon. 

Dalam proses pelaksanaan program ini, elit politik 

memegang peranan penting karena mereka meru-

pakan aparatur pemerintahan dan tokoh masyara-

kat Gampong. Kechiek, Imuem dan Tuha Peut adalah 

perangkat Gampong Aceh yang menentukan apa-

kah program internet masuk desa atau desa masuk 

internet ini dapat diterima dan dilaksanakan atau 

tidak di sebuah Gampong. Artinya tidak tertutup 

kemungkinan ada semacam resistensi terhadap fa-

silitas telekomunikasi dan informatika di kalangan 

elite desa, karena fasilitas dimaksud akan membu-

ka isolasi desa dari dunia luar dan hal itu dianggap 

merugikan kepentingan elite desa. 

Dalam proses Internet masuk gampong yang me-

nentukan adalah aparat atau elit politik Gampong 

untuk mendukung program yang bermanfaat bagi 

semua masyarakat Gampong, laki-laki dan perem-

puan. Dengan program desa pintar ini diharapkan 

banyak akses yang terbuka sehingga peluang-pelu-

ang bisnis dan hubungan baru dapat dibangun 

dengan lebih mudah, cepat dan murah. Dalam ke-

hidupan sehari-hari di Gampong orang gemar ber-

musyawarah (mufakat) yaitu pertukaran pikiran 

untuk mencapai kebulatan pendapat dalam men-

dukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Arti-

nya segala sesuatu mengenai kepentingan umum di 

Gampong senantiasa diurus bersama antara Keuchik 

dan Teungku Meunasah, itu sebagai pelambang anta-

ra adat dengan hukum dapat berjalan secara seim-

bang. 

Dalam musyawarah Gampong selalu utamakan ke-

pentingan masyarakat berdasarkan tradisi kumula-

tif; kehidupan keagamaan orang Aceh dapat dilihat 

bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial. 

Semua proses sosial dan politik pelaksanaannya 

tergantung pada kesepakatan keuchik dan teungku 

meunasah, serta perangkat adat lainnya bersatu kata 
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dalam perbuatan sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Hal ini merupakan kekayaan budaya lokal 

Aceh yang telah turun temurun diwariskan dan di-

implementasikan dalam kehidupan sistem peme-

rintahan/politik dan sosial budaya Aceh.

Dalam proses pelaksanaan desa pintar, maka meu-

nasah sebagai learning/education center, community 

center dan government center menjadi wadah utama 

dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Meunasah 

sebagai learning/education center maka setiap pro-

ses sosialisasi dan pelatihan program baru seperti 

program desa pintar ini dilaksanakan di meunasah. 

Demikian sebagai community center, maka meuna-

sah berfungsi sebagai tempat untuk berkumpulnya 

masyarakat Gampong untuk mendiskusikan segala 

persoalan yang berkaitan dengan program terse-

but, dan sebagai government center. Artinya semua 

keputusan politik yang memengaruhi sosial buda-

ya masyarakat Gampong dilaksanakan di meunasah. 

Van Vallenhoven (Wignjodipuro, 1979) menegaskan 

bahwa meunasah adalah pusat pemerintahan Gam-

pong yang merupakan pusat pengambilan semua 

keputusan oleh elit Gampong Aceh. Meunasah sa-

ngat terikat dengan kehidupan Gampong, karena 

Gampong sendiri merupakan unit persekutuan ma-

syarakat hukum yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan 

badan-badan persekutuan hukum, dimana dalam 

kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh 

hukum.

Meunasah dapat dijadikan pijakan dan kekuatan da-

lam pengembangan masyarakat Aceh ke depan un-

tuk menghasilkan masyarakat Aceh yang memiliki 

kemampuan unggul dan cerdas secara intelektual 

dan profesional, namun sekaligus memiliki karak-

ter nilai-nilai Aceh yang kuat. Meunasah dapat pula 

menjadi simbol demokrasi, dapat dijadikan sebagai 

kekuatan dengan membangun secara sistematis. 

Meunasah sebagai simpul-simpul kekuatan masya-

rakat yang dapat dengan mudah untuk melakukan 

kontrol sosial-budaya, politik, dan keagamaan. Se-

kaligus pemerintah dapat menggunakan meunasah 

untuk mensosialisasikan beragam rencana pemba-

ngunan yang dilakukan di masa mendatang. 

Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal Aceh, Gam-

pong menjadi strategi bagi upaya pengembangan 

dan penguatan masyarakat di Indonesia. Yang harus 

dilakukan adalah menerapkan kearifan lokal yang 

ada di Gampong Aceh menjadi kekuatan proses po-

litik di Aceh dengan segala perangkat dan struktur 

politik dapat menjadi alternatif bagi pengembangan 

masyarakat. Hal tersebut penting agar kearifan lo-

kal Aceh mengenai sistem dan struktur pemerintah 

Gampong tetap berlangsung dan menjadi kekuatan 

dalam pengembangan dan konstruksi masyarakat 

Aceh. 

Dalam pelaksanaan pemerintah Gampong, perang-

kat Gampong menggunakan fasilitas yang terdapat 

di desa tersebut, yang salah satu yang sangat vital 

adalah meunasah selalu terletak di Gampong-Gam-

pong atau desa-desa. Menurut Badruzzaman (2007) 

bahwa fungsi meunasah menjadi sentral pemba-

ngunan masyarakat Gampong yang mempertemu-

kan segala proses dan hubungan sosial di antara 

masyarakat Gampong, masyarakat Gampong de-

ngan Gampong lainnya dan masyarakat elit/masya-

rakat Gampong dengan pemerintahan yang lebih 

tinggi dalam sistem pemerintahan Aceh.

Program desa pintar, dengan kata lain meunasah 

merupakan lembaga yang terdapat dalam sistem 

masyarakat Aceh yang memiliki peran yang sangat 

kuat dan mengakar dalam pembentukan masya-

rakat Aceh. Meunasah adalah kekuatan masyara-

kat Aceh, entitas masyarakat yang jika hilang akan 

menghilangkan identitas masyarakat Aceh. Oleh ka-

rena itu, kontribusi meunasah terhadap peradaban 

Aceh sangat besar, atau dapat kita katakan bahwa 

meunasah adalah peradaban masyarakat itu sen-

diri, tanpa meunasah, maka masyarakat Aceh akan 

kehilangan karakter orang Aceh yang selama ini 

menjadi kekuatan bagi Aceh. Artinya level pertama 

pengembangan masyarakat Aceh adalah Gampong. 

Dalam Gampong terdapat meunasah sebagai wadah 

pengembangan masyarakat.

Internet masuk desa/Gampong sedikit banyaknya 

mengubah pola komunikasi dan hubungan dalam 

sistem pemerintahan Gampong. Keuchiek selama ini 

sebagai pusat informasi (center of information) da-

lam masalah pemerintahan, didukung oleh Imuen 

meunasah sebagai pusat pengetahuan keagamaan 

saat ini tidak lagi menjadi satu-satu sumber infor-

masi melainkan muncul sumber-sumber informa-

si lainnya yang dengan mudah dapat diakses oleh 

masyarakat Gampong. Selama beberapa abad pada 

masa kerajaan Aceh dan pasca kemerdekaan Keuc-

hik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Gampong (Qanun, 

2003). Keuchiek dan perangkat desa lainnya menjadi 

sumber informasi dan kebijakan tingkat Gampong. 

Sedangkan, semenjak masuk internet dan perkem-

bangan teknologi komunikasi yang memunculkan 

beragam media baru dan sosial media yang digu-

nakan dan diakses sebagai sumber informasi oleh 

masyarakat, maka masyarakat saat ini mempunyai 
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sumber informasi alternatif yang mungkin saja le-

bih dipercaya dibandingkan aparat pemerintahan 

Gampong.

Proses politik desa tidak mengalami perubahan da-

lam struktur pemerintahan. Struktur pemerintah-

an Gampong Aceh masih tetap sama sesuai Qanun 

(2003). Namun, proses politik dan hubungan politik 

mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan 

atau pergeseran ini realistis terjadi dalam sebuah 

masyarakat yang menerima ide-ide baru. Dan tidak 

dapat dihindari bahwa terkadang muncul konflik 

internal antara sesama elit politik dan masyarakat, 

ataupun konflik eksternal antara elit dan masyara-

kat Gampong dengan masyarakat Gampong lain-

nya atau aparat yang lebih tinggi.

Konflik yang muncul di tengah masyarakat Gam-

pong yang diakibatkan oleh perkembangan tekno-

logi komunikasi/internet dan munculnya new media 

dan social media lebih karena ketidaksiapan masya-

rakat dalam menghadapi kompleksitas persoalan 

karena teknologi baru. Disamping itu konflik mun-

cul karena ‘semangat’ masyarakat dalam meman-

faatkan teknologi internet tersebut dalam banyak 

sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, ke-

agamaan, dan politik. 

Perubahan yang terjadi dalam sistem politik Gam-

pong adalah lebih menitik beratkan pada proses dan 

hubungan politik bukan pada konsep dan sistem 

politik. Perubahan dalam proses politik misalnya, 

metode berkomunikasi dalam proses transformasi 

pesan politik antara sesama aparat pemerintahan 

Gampong, elit politik, dan masyarakat, yaitu (1) Ku-

alitas komunikasi lebih sering dan cepat, walau ti-

dak selalu berarti lebih baik/ bermakna, (2) Sumber 

informasi bertambah dan mudah diperoleh sehing-

ga memberikan pengetahuan baru mengenai kegi-

atan/program yang dilakukan oleh masyarakat, (3) 

Jenis pesan lebih beragam dan kemasan alternatif, 

(4) Hubungan kekerabatan cenderung berkurang 

karena tergantikan dengan internet, (5) Proses pe-

nyelesaian masalah atau persoalan Gampong lebih 

cepat dan tidak harus selalu dirapatkan di Meuna-

sah atau face to face communication diantara para pi-

hak, (6) Masyarakat mempunyai alternatif informasi 

dan elit politik atau aparat Gampong buka lagi sum-

ber satu-satunya informasi yang dapat diperoleh, (7) 

Konflik berkaitan perbedaan pendapat lebih mudah 

muncul, lebih terbuka dan terkadang menyebar luas 

secara cepat, (8) Meunasah bukan satu-satu wadah 

bagi penyelesaian masalah dengan rapat dan mu-

syawarah, namun penyelesaian masalah dapat di-

lakukan secara virtual, (9) Masyarakat mempunyai 

hiburan alternatif yang disediakan internet/new me-

dia dan social media, sehingga tradisi Gampong Aceh 

terkadang terabaikan dan mulai dilupakan, dan (10) 

Proses pendidikan anak-anak yang semua banyak 

peran ibu atau perempuan dengan zikir/dhalae 

Aceh seperti hikayat-hikayat Aceh, saat ini cende-

rung tergantikan dengan beragam konten internet/

new media seperti kartun, nyanyian, film dan lain-

lain atau selfie.

Terlepas dari beragam perubahan sosial, budaya, 

dan politik di tengah masyarakat Gampong karena 

perkembangan teknologi komunikasi-Internet, ter-

nyata fungsi meunasah tersebut masih tetap ada, 

walau hal-hal baru diadopsi; mau tidak mau oleh 

elit Gampong dan masyarakat. Meunasah dan semua 

perangkat Gampong dalam sistem pemerintahan 

Gampong sudah selayaknya memelihara dengan 

serius kearifan loka Aceh walau generasi berganti. 

Esensi dari ideologi masyarakat Aceh tidak boleh 

tergantikan. Namun, proses dan kegiatannya dapat 

saja mengalami pergeseran sesuai dengan perkem-

bangan zaman. 

Internet ialah sistem komputer umum, yang ber-

hubung secara global dan menggunakan TCP/IP 

sebagai protokol pertukaran paket (packet switching 

communication protocol). Rangkaian internet yang 

terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan 

rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internet 

working. Internet merupakan jaringan komputer ter-

koneksi secara global yang berkomunikasi secara 

bebas serta berbagi dan bertukar informasi (Baran, 

2012).

Internet menjadi kekuatan dalam perubahan ma-

syarakat di berbagai belahan dunia. Internet mem-

perkuat pemberdayaan masyarakat desa. Kesen-

jangan digital akan segera berakhir. Ketersediaan 

layanan internet membuka perubahan di banyak bi-

dang, seperti pendidikan, ekonomi, politik bahkan 

sosial budaya, dan agama. Masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih 

baik dengan peluang yang besar untuk meningkat-

kan kualitas hidup personal, kelompok, masyara-

kat, dan negara. Masyarakat desa yang selama ini 

sulit terjangkau dengan jaringan internet dan telpon 

terutama bagi masyarakat desa terluar dan terbatas 

Indonesia. Masyarakat desa yang tertinggal jauh dari 

pembangunan dan pengembangan masyarakat ter-

utama disebabkan oleh pembangunan jaringan in-

ternet yang tidak ada atau belum memadai. Sehingga 

membuat desa dan masyarakatnya tertinggal dalam 

berbagai bidang kehidupan.
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Komunikasi Politik Masyarakat Aceh dengan meng-

gunakan pendekatan metode field research, kekayaan 

sosial budaya atau budaya lokal. Dalam proses ko-

munikasi politik penelitian juga memfokuskan pada 

peran politik dan sosial budaya seperti perangkat 

budaya dan adat istiadat dalam pemerintahan Gam-

pong Aceh, menelaah peran dan fungsi meunasah 

sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan sosial 

budaya serta komunitas Aceh.

Penelitian ini juga memfokuskan dengan isu-isu 

terbaru yang berkembang dan diterapkan dalam 

Gampong Aceh yaitu program Kominfo Desa pin-

tar. Program Desa Pintar adalah program untuk 

meningkatkan pelayanan jaringan sosial ketahanan 

dilakukan sebagai upaya memahami dan meng-

ungkapkan proses interaksi komunikasi khusus-

nya yang berkaitan dengan pola komunikasi dan 

jaringan ketahanan sosial dalam masyarakat desa 

(Gampong) di Aceh yang menggunakan meunasah 

sebagai wadah untuk menempa masyarakat Aceh. 

Meunasah sebagai social and community center ma-

syarakat Aceh. Melalui meunasah-lah orang Aceh di 

Gampong belajar mengenai nilai-nilai hidup, me-

melihara ketahanan sosial budaya, politik, agama 

bahkan ekonomi mereka. Meunasah adalah entitas 

peradaban masyarakat aceh dan peradaban Aceh 

dibangun melalui meunasah.

Seluruh pengembangan masyarakat desa diawali 

dari meunasah. Meunasah sebagai pusat peme-

rintahan, pendidikan, pusat komunitas, sekaligus 

sebagai tempat ibadah bagi orang Aceh. Seluruh 

administrasi desa atau Gampong diputuskan di 

meunasah. Dalam bidang pendidikan misalnya, 

anak-anak Aceh menerima pendidikan pertama di 

meunasah dengan belajar mengaji, membangun ka-

rakter dan sosial budaya lainnya. Gampong selalu 

mempunyai meunasah sebagai pusat semua aktivi-

tas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Berma-

cam masalah dan perencanaan hidup masyarakat 

dilakukan atau diputuskan di meunasah. Hampir 

tidak ada orang Aceh yang lepas dari keberadaan 

meunasah sebagai pusat pembentukan peradaban 

masyarakat Aceh.

Kesimpulan

Sistem komunikasi politik pada pemerintahan Aceh 

tidak berubah walaupun adanya internet masuk 

desa/gampong melalui program ‘desa pintar’. Pe-

merintahan Aceh tetap menggunakan sistem dan 

struktur pemerintahan gampong sebagaimana yang 

termaktum dalam peraturan Qanun (2003) Tentang 

Pemerintahan Gampong. Internet sebagai bagian 

perkembangan teknologi komunikasi tidak bisa 

terbantahkan ikut menyebabkan perubahan sosial 

budaya dan politik di tengah masyarakat gampong 

sebagai bagian dari proses adaptasi masyarakat 

yang tidak mungkin menolak teknologi baru dan 

implikasi dari hadirnya teknologi baru seperti new 

media dan social media. Perubahan yang terjadi da-

lam pemerintahan gampong terutama berkaitan de-

ngan proses pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, 

yang sebelumnya menggunakan media face to face 

communication dalam bentuk pertemuan di meunsa-

ah sebagai community dan government center masya-

rakat gampong, setelah adanya internet proses poli-

tik dibantu dengan memanfaatkan internet. Aparat 

pemerintahan gampong seperti keuchiek, imuem 

meunasah dan tuha puet selama ini sebagai sumber 

informasi utama bergeser posisinya peran internet 

sebagai sumber informasi alternative bagi masyara-

kat. Dalam bidang sosial budaya perubahan dalam 

membangun kekerabatan yang mana masyarakat 

sudah mulai terbiasa berinteraksi melalui jaringan in-

ternet (new media dan social media), dan dalam bi-

dang ekonomi, masyarakat mulai menggunakan 

internet dalam pengembangan ekonomi seperti pro-

mosi dan e-commerce. Namun bagaimanapun, apa-

rat gampong tetap mempunyai kontrol, mengawasi 

proses pengembangan internet masuk desa sebagai 

bentuk tanggung jawab sebagai ‘penjaga nilai-nilai 

sosial budaya/reusam Aceh.
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